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            Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan 
Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman 
pangan pesisir pantai meliputi : (1) keadaan pelaksanaan pemberdayaan kelompok 
tani,  (2) peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, (3) faktor yang 
mendukung peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, (4) penilaian  
kelompok tani terhadap peranan PPL, (5) hasil  peranan PPL dalam pemberdayaan 
kelompok tani, dan (6) model peranan PPL yang efektif dalam pemberdayaan 
kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, sedangkan strategi penelitian yang digunakan adalah studi 
kasus dengan tujuan untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap obyek 
yang terbatas.  
          Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan pemberdayaan 
kelompok tani oleh PPL di lokasi penelitian diawali dengan mengidentifikasi, dan 
mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya, menyusun 
rencana kegiatan pemberdayaan melalui pembuatan  rencana kebutuhan  
kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok, menerapkan rencana 
kegiatan pemberdayaan kelompok melalui pengadaan sarana prasarana produksi,  
kegiatan persiapan tanaman (persemaian), proses penanaman, pemeliharaan 
tanaman (penyiangan, pengairan, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama 
penyakit), penanganan panen, pasca panen dan pemasaran, serta memantau proses 
dan hasil kegiatan pemberdayaan, (2) Peranan PPL dalam pemberdayaan 
kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di lokasi penelitian yang telah 
dilaksanakan adalah sebagai guru, organisator, fasilitator, konsultan, supervisor, 
pemantau, dan evaluator, peranan tersebut yang  belum sesuai harapan kelompok 
tani adalah peranan PPL sebagai fasilitator atau jembatan antara kelompok tani 
dengan pihak luar dan peranan sebagai evaluator, (3) Faktor yang mendukung 
peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pemberdayaan  kelompok tani 
tanaman pangan pesisir pantai di bagi 2 (dua) yaitu faktor ekternal dan faktor 
intrnal.  Faktor eksternal meliputi :  dukungan Kuwu, dukungan Dinas Pertanian 
dan BKP5K (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan  Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan),  dukungan biaya dan dukungan sarana prasarana. 
Faktor internal meliputi: kepemimpinan kontak tani, sikap anggota kelompok 
dalam mendukung keberhasilan kelompok, kesempatan anggota kelompok dalam 
pengembangan kerjasama, dan solidaritas kelompok, (4)  Penilaian kelompok tani 
terhadap peranan PPL sebagai guru dalam pemberdayaan kelompok tani  PPL 
aktif dalam proses pembelajaran dan aktif menyampaikan informasi dan teknologi 
usahatani; sebagai organisator PPL aktif melakukan pengorganisasian pemenuhan 
kebutuhan kelompok dan menggerakkan partisipasi anggota; sebagai konsultan 
PPL aktif membantu memecahkan masalah; sebagai fasilitator PPL kurang aktif 
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lembaga usaha pertanian/lembaga pengadaan sarana produksi); sebagai supervisor 
PPL aktif  melakukan pembinaan dan penilaian terhadap perkembangan usahatani;  
sebagai pemantau PPL aktif mengadakan pengamatan aktifitas kelompok; sebagai 
evaluator PPL kurang aktif dalam kegiatan evalusi karena hanya pada pelaksanaan 
kegiatan dan akhir kegiatan belum pada perencanaan kegiatan dan dampak 
(outcome) hasil kegiatan pemberdayaan kelompok tani,  (5) Hasil pemberdayaan 
kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai oleh PPL digambarkan pada 
perubahan partisipasi kelompok, produktivitas kelompok,  dinamika kelompok, 
dan kemandirian kelompok yang lebih baik dari pada sebelum adanya 
pemberdayaan  kelompok tani oleh PPL, (6) Model peranan PPL dalam 
pemberdayaan kelompok tani harus  memperhatikan kebutuhan kelompok tani, 
karakteristik kelompok tani dan PPL, budaya lokal, profesinalisme PPL, faktor 
eksternal dan internal kelompok dan programa pemberdayaan yang dibuat untuk 
meningkatkan keberdayaan kelompok tani dalam mencapai kesejahteraan anggota 
kelompok. 
 
Kata Kunci:  Peranan, Penyuluh Pertanian Lapangan, Pemberdayaan, Kelompok 
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Achmad Faqih. T620208002. The Roles of the Agricultural Extension Workers in 
the Empowerment of Crop Farmer Groups (A Case Study to Crop Farmer Groups 
at the Coastal Area of Cirebon Regency). Dissertation: The Postgraduate Program 
in Extension Program, Sebelas Maret University, Surakarta. Prof. Dr. Ir. Totok 
Mardikanto., MS  (Principal Promoter), Ir. Tubagus Hasanudin, MS. (Co-




         The objectives of this research are to describe and analyze the roles of the 
agricultural extension workers in the empowerment of crop farmer groups at the 
coastal area, which include: (1) the conditions of the empowerment of the crop 
farmer groups, (2) roles of the agricultural extension workers, (3)  factors, which 
support the roles of the agricultural extension workers, (4) the crop farmer groups’ 
evaluation on the roles of the agricultural extension workers, (5) the results of the 
roles of the agricultural extension workers in the empowerment of the crop farmer 
groups, and (6) the effective model of the roles of the agricultural extension 
workers in the empowerment of crop farmer groups at the coastal area. This 
research used the qualitative research method. It used a case study strategy in 
order to study the limited objects in depth. 
         The result of the research are as follows: 1) The empowerment of crop 
farmer groups begins with identifying and studying the potentials, problems, and 
opportunities of the area, arranging the activity plans of the empowerment through 
the plan of the groups’ needs and the definitive plan of the groups’ needs, 
implementing the activity plans of the empowerment through the procurement of 
production facility and infrastructure, seedbed preparation activities, planting 
process, plant husbandry (crop weeding, crop watering, balanced fertilizing, and 
pest controlling), harvest, post-harvest, and marketing handling, and observing the 
process and results of the empowerment activities, 2) The roles of the agricultural 
extension workers in the empowerment of crop farmer groups at the coastal area 
are as teachers, organizers, facilitators, consultants, supervicers, analysts, and 
evaluators. The roles which are thought to have not been in compliance with the 
expectation of the farmer groups are as facilitators and evaluators, 3) The factors 
which support the roles of the agricultural extension workers can be classified into 
two, namely: external factor and internal factor. The former includes supports 
given by village heads (kuwu), the Office of Agriculture, and BKP5K (Food 
Security and Agricultural, Fishery, and Forestry Extension Implementing 
Agency), capital supports, and facility and infrastructure supports. Reversely, the 
latter includes the strengths which have direct effects but result from the 
organizations or farming groups such as farmer contact leadership, attitude of the 
members of the crop farmer groups to support the success of the crop farmer 
groups, farmer group members the oppurturnity to develop coorperation, and 
solidarity of crop farmer groups, 4)  Assessment of the role of farmer groups in 
empowering teachers the agricultural extension workers as the agricultural 
extension workers farmer groups active in the learning process and actively 
informing and farming technology, as an active the agricultural extension workers 
organizer organizing group needs and drive member participation; the agricultural 
extension workers active as a consultant to help solve the problem; the 
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cooperation with external parties (financial institutions and agricultural 
businesses/organizations procurement and production), as an active the 
agricultural extension workers supervisor to provide guidance and assessment of 
the development of farming, as an active observer sightings the agricultural 
extension workers group activities, as an evaluator the agricultural extension 
workers less active in the evaluation because it is only at the end of the 
implementation of activities and events have not been on the planning of activities 
and the impact (outcomes) results of empowerment of farmer groups. 5) The 
results of the empowerment of the crop farmer groups at the regions of the 
research are indicated by the better changes in the participation, productivity, 
dynamics, and independence of the farmer groups compared to the ones prior to 
the program of the empowerment. 6) Model the agricultural extension workers 
role in the empowerment of farmer groups should pay attention to the needs of the 
farmer groups, farmer groups and the agricultural extension workers 
characteristics, local culture, professionalism the agricultural extension workers, 
external factors and internal, programa empowerment groups and made to 
increase the empowerment of farmer groups in achieving the welfare of members 
of the group. 
 
Keywords: Roles, agricultural extension workers, empowerment, crop farmer 
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          Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan 
Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan 
pesisir pantai meliputi : (1) keadaan pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani,  (2) 
peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, (3) faktor yang mendukung 
peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, (4) penilaian  kelompok tani 
terhadap peranan PPL, (5) hasil  peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, 
dan (6) model peranan PPL yang efektif dalam pemberdayaan kelompok tani 
tanaman pangan pesisir pantai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 
sedangkan strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan tujuan untuk 
melakukan kajian yang mendalam terhadap obyek yang terbatas.  
            Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan pemberdayaan 
kelompok tani oleh PPL di lokasi penelitian diawali dengan mengidentifikasi, dan 
mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya, menyusun 
rencana kegiatan pemberdayaan melalui pembuatan  rencana kebutuhan  kelompok 
dan rencana definitif kebutuhan kelompok, menerapkan rencana kegiatan 
pemberdayaan kelompok melalui pengadaan sarana prasarana produksi,  kegiatan 
persiapan tanaman (persemaian), proses penanaman, pemeliharaan tanaman 
(penyiangan, pengairan, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama penyakit), 
penanganan panen, pasca panen dan pemasaran, serta memantau proses dan hasil 
kegiatan pemberdayaan, (2) Peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani 
tanaman pangan pesisir pantai di lokasi penelitian yang telah dilaksanakan adalah 
sebagai guru, organisator, fasilitator, konsultan, supervisor, pemantau, dan evaluator, 
peranan tersebut yang  belum sesuai harapan kelompok tani adalah peranan PPL 
sebagai fasilitator atau jembatan antara kelompok tani dengan pihak luar dan peranan 
sebagai evaluator, (3) Faktor yang mendukung peranan Penyuluh Pertanian 
Lapangan dalam pemberdayaan  kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di 
bagi 2 (dua) yaitu faktor ekternal dan faktor intrnal.  Faktor eksternal meliputi :  
dukungan Kuwu, dukungan Dinas Pertanian dan BKP5K (Badan Ketahanan Pangan 
dan Pelaksana Penyuluhan  Pertanian, Perikanan dan Kehutanan),  dukungan biaya 
dan dukungan sarana prasarana. Faktor internal meliputi: kepemimpinan kontak tani, 
sikap anggota kelompok dalam mendukung keberhasilan kelompok, kesempatan 
anggota kelompok dalam pengembangan kerjasama, dan  solidaritas anggota 
kelompok, (4)  Penilaian kelompok tani terhadap peranan PPL dalam pemberdayaan 
kelompok tani meliputi peranan PPL sebagai seorang guru, PPL aktif/sering  
menyampaikan pembelajaran, menyampaikan informasi dan teknologi usahatani, 
peranan sebagai organisator  dengan melakukan pengorganisasian pemenuhan 
kebutuhan kelompok dan menggerakkan partisipasi anggota, peranan PPL sebagai 
konsultan dengan membantu memecahkan masalah, peranan PPL sebagai fasilitator 
kurang maksimal atau kadang-kadang terutama dalam memfasilitasi kerjasama 
dengan pihak luar (lembaga keuangan dan lembaga usaha pertanian/lembaga 
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pembinaan dan penilaian terhadap perkembangan usahatani, peranan sebagai 
pemantau dengan mengadakan pengamatan aktifitas kelompok, sedangkan peranan 
PPL dalam kegiatan evalusi hanya pada pelaksanaan kegiatan dan akhir kegiatan 
belum pada perencanaan kegiatan dan dampak (outcome) hasil kegiatan 
pemberdayaan kelompok tani,  (5) Hasil pemberdayaan kelompok tani tanaman 
pangan pesisir pantai oleh PPL digambarkan pada perubahan partisipasi kelompok, 
produktivitas kelompok,  dinamika kelompok, dan kemandirian kelompok yang lebih 
baik dari pada sebelum adanya pemberdayaan  kelompok tani oleh PPL, (6) Model 
peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani yang efektif dan efisien harus  
memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok tani dan budaya lokal 
masyarakat pesisir pantai, tujuan dari pemberdayaan kelompok tani adalah 
terciptanya kesejahteraan anggota kelompok tani, keadaan tersebut tercapai apabila 
kelompok tani sudah berdaya dengan mendapat dukungan faktor internal dan faktor 
ekternal serta peranan PPL yang profesional. 
 
Kata Kunci: Peranan, Penyuluh Pertanian Lapangan, Pemberdayaan, Kelompok 
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Achmad Faqih. T620208002. The Roles of the Agricultural Extension Workers in the 
Empowerment of Crop Farmer Groups (A Case Study to Crop Farmer Groups at the 
Coastal Area of Cirebon Regency). Dissertation: The Postgraduate Program in 
Extension Program, Sebelas Maret University, Surakarta. Prof. Dr. Ir. Totok 
Mardikanto (Principal Promoter), MS., Ir. Tubagus Hasanudin, MS. (Co-Promoter 




         The objectives of this research are to describe and analyze the roles of the 
agricultural extension workers in the empowerment of crop farmer groups at the 
coastal area, which include: (1) the conditions of the empowerment of the crop 
farmer groups, (2) roles of the agricultural extension workers, (3)  factors, which 
support the roles of the agricultural extension workers, (4) the crop farmer groups’ 
evaluation on the roles of the agricultural extension workers, (5) the results of the 
roles of the agricultural extension workers in the empowerment of the crop farmer 
groups, and (6) the effective model of the roles of the agricultural extension workers 
in the empowerment of crop farmer groups at the coastal area. This research used the 
qualitative research method. It used a case study strategy in order to study the limited 
objects in depth. 
         The result of the research are as follows: 1) The empowerment of crop farmer 
groups begins with identifying and studying the potentials, problems, and 
opportunities of the area, arranging the activity plans of the empowerment through 
the plan of the groups’ needs and the definitive plan of the groups’ needs, 
implementing the activity plans of the empowerment through the procurement of 
production facility and infrastructure, seedbed preparation activities, planting 
process, plant husbandry (crop weeding, crop watering, balanced fertilizing, and pest 
controlling), harvest, post-harvest, and marketing handling, and observing the 
process and results of the empowerment activities, 2) The roles of the agricultural 
extension workers in the empowerment of crop farmer groups at the coastal area are 
as teachers, organizers, facilitators, consultants, supervicers, analysts, and evaluators. 
The roles which are thought to have not been in compliance with the expectation of 
the farmer groups are as facilitators and evaluators, 3) The factors which support the 
roles of the agricultural extension workers can be classified into two, namely: 
external factor and internal factor. The former includes supports given by village 
heads (kuwu), the Office of Agriculture, and BKP5K (Food Security and 
Agricultural, Fishery, and Forestry Extension Implementing Agency), capital 
supports, and facility and infrastructure supports. Reversely, the latter includes the 
strengths which have direct effects but result from the organizations or farming 
groups such as farmer contact leadership, attitude of the members of the crop farmer 
groups to support the success of the crop farmer groups, farmer group members the 
oppurturnity to develop coorperation, and solidarity of crop farmer groups, 4) The 
crop farmer groups’ evaluation on the roles of the agricultural extension workers 
includes the roles of the agricultural extension workers as educators in which the 
agricultural extension workers frequently or actively extend agricultural education 
activities to the farmer groups and deliver farming business information and 
technology, the role as organizer of the group needs to organize and mobilize the 
participation of members, as consultants in which they actively give consultation on 
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agricultural extension workers have not performed maximally, particularly to 
facilitate the farmer groups’ cooperation with external parties (financial institutions, 
farming business institutions, and agricultural production facility procurement 
institutions). the roles of the agricultural extension workers as supervisor to conduct 
training and assessment of the development of farming, as monitoring by conducting 
observation group activity. Meanwhile, the roles of the agricultural extension 
workers in the evaluation activities are focused on the activity implementation only; 
at the end of the activities, there have not been any activity plan and outcomes of the 
results of the empowerment of the farmer groups. 5) The results of the empowerment 
of the crop farmer groups at the regions of the research are indicated by the better 
changes in the participation, productivity, dynamics, and independence of the farmer 
groups compared to the ones prior to the program of the empowerment. 6) The 
effective and efficient models of roles of the agricultural extension workers should 
pay attention to the needs and local culture coastal communities. The agricultural 
extension workers in the empowerment of the crop farmer groups at the coastal area 
are required to have abilities and expertise in the farming business and fishery, to 
understand the social and cultural of the community of the coastal area, the goal of 
empowerment of farmer groups is the creation of the welfare of the farmers, the state 
achieved when groups of farmers are empowered with the support factor internal and 
external factors and the role of the professional agricultural extension workers. 
 
Keywords:    Roles, agricultural extension workers, empowerment, crop farmer 
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BAB  I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
          Pembangunan pertanian memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan 
nasional. Peranan strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang 
nyata melalui pembentukan capital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, 
pakan dan bio energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber 
pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah 
lingkungan. Berbagai peranan strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan 
pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, 
mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan 
lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan 
hidup (Suradisastra. K, 2008). 
          Menurut Mosher (1966), pembangunan pertanian adalah suatu proses 
perubahan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat khususnya masyarakat tani. Pembangunan pertanian dapat berlangsung 
dengan adanya 5 faktor mutlak yang berupa faktor pasar, faktor teknologi, faktor 
tersedianya alat-alat dan bahan pertanian/modal,  faktor insentif (perangsang 
produksi bagi petani), dan faktor transportasi yang lancar dan kontinyu. Kelima 
faktor mutlak tersebut dapat dibantu dengan faktor-faktor yang memperlancar 
pembangunan pertanian yaitu berupa pendidikan pembangunan, kredit produksi, 
kerjasama dengan kelompok petani, memperbaiki dan memperluas tanah pertanian 
serta perencanaan nasional yang secara keseluruhan terpadu guna memperlancar dan 
menyukseskan pembangunan pertanian. 
          Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberi kontribusi yang 
lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan 
kerja, serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai 
dampak dari globalisasi dan liberalisasi perkonomian dunia. Untuk mewujudkan 
harapan tersebut diperlukan sumberdaya manusia (petani dan pelaku usaha pertanin) 
yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, 
mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan 
global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian akan mampu membangun 
usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM 
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pertanian, terutama SDM petani, adalah melalui kegiatan pemberdayaan petani 
(Slamet, 2004). 
          Saat ini jumlah kelompok tani adalah 293.568 kelompok dengan keterbatasan 
sumberdaya penyuluh, maka pemberdayaan petani dan keluarganya dilakukan 
melalui pendekatan kelompok. Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk 
membentuk kelembagaan tani yang kuat agar dapat membangun sinergi antar petani, 
baik dalam proses belajar, kerjasama maupun sebagai unit usaha yang merupakan 
bagian dari usahataninya (Departemen Pertanian, 2010). Kelompok tani ini belum 
sepenuhnya berfungsi sebagai unit ekonomi, sehingga kedepan harus diarahkan 
untuk lebih berorientasi pasar, berbasis pada sumber daya lokal dan kompetensi 
petani untuk mendapatkan berbagai kemudahan akses terhadap permodalan, 
teknologi, pemasaran, dan sarana produksi. 
Untuk dapat melakukan fungsi penyuluhan diperlukan sejumlah peran dalam  
memajukan usaha petani. Sanders et al (1966), Bertrand (1972),   Dahama  dan 
Bhatnagar (1980)  mengemukakan peran penyuluh sebagai pendidik/guru bagi petani 
dalam meningkatkan pengetahuan dan bersikap positip terhadap  ide baru. Menurut 
Maunder (1972), di dalam penyebaran ide baru diperlukan tiga fungsi yaitu fungsi 
penelitian, fungsi penyuluhan dan fungsi penguasaan usahatani (petani) sebagai 
pengguna ide baru, sedangkan menurut Mardikanto (1998) peranan penyuluh 
meliputi EDFIKASI, yaitu Edukator, Fasilitator, Konsultator, Supervisor, Monitor, 
dan Evaluator.  Jika diperhatikan maka terdapat persamaan dan perberdaan peranan 
menurut sehingga gabungan dari pendapat keduanya, maka peranan PPL meliputi: 
(a) Edukator, (b) Fasilitator, (c) Konsultator, (d) Supervisor, (e) Monitor, (f) 
Evaluator, (g) Analisator, dan (h) Organisastor.  
          Menurut Syahyuti (2007), belum optimalnya peranan penyuluh pertanian 
lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani dapat  disebabkan oleh rendahnya 
tingkat  partisipasi petani terhadap  pemberdayaan yang dilakukan penyuluh 
pertanian lapangan sebagai akibat rendahnya mutu pelayanan penyuluhan pertanian 
oleh pemerintah. Selain itu lemah dan tidak sistematisnya pendanaan penyuluhan 
oleh pemerintah, sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja penyuluh 
pertanian lapangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyuluh pertanian 
lapangan ke depan adalah penyuluh pertanian lapangan yang dapat menciptakan  
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sesuai antara lain sebagai: penyedia jasa pendidikan (educator), motivator, konsultan 
(pembimbing), dan pendamping petani. 
Salah satu faktor penentu keberhasilan program-program dalam sector 
pertanian adalah dukungan sumberdaya alamdan sumberdaya manusia, diantaranya 
adanya tenaga PPL.  Adapun kendala atau masalah dalam penerapan pelaksanaan 
program pemberdayaan kelompok tani adalah sebagai berikut : (1) Belum semua 
PPL di lapangan memahami teknik dan metode pemberdayaan kelompok tani yang 
baik, (2) Kelompok tani belum sepenuhnya difungsikan sebagai kelas belajar, 
wahana kerjasama, unit produksi dan unit usaha, dan (3) Sebagian besar kelompok 
tani belum mampu menerapkan manajemen dan sistem administrasi kelompok sesuai 
dengan ketentuan.  
 Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi peranan penyuluh pertanian 
lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani, baik secara  internal  maupun  
eksternal.  Faktor  internal  tersebut  meliputi :  kepemimpinan kontak tani, sikap 
anggota kelompok dalam mendukung keberhasilan kelompok, manajemen kelompok, 
dan solidaritas kelompok. Adapun faktor eksternal tersebut meliputi : dukungan 
pemerintah, dukungan biaya, dan dukungan sarana prasarana. Faktor-faktor tersebut 
harus diperhatikan oleh pihak pimpinan organisasi dan PPL sehingga dapat dijadikan 
sebagai acuan untuk mengupayakan peningkatan pemberdayaan kelompok tani di 
lapangan (Departemen Pertanian, 2007). 
         Berdasarkan pengamatan pendahuluan khususnya kegiatan pemberdayaan 
kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai oleh PPL di Kecamatan Gunung Jati 
dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon terdapat beberapa permasalahan 
antara lain : pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani yang belum maksimal, 
kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang bergerak 
dalam sektor penyuluhan, peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman 
pangan belum maksimal, dan masih banyak dijumpai penilaian anggota kelompok 
tani yang berbeda terhadap peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani 
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B. Rumusan Masalah 
          Atas dasar permasalahan tersebut maka masalah pokok yang akan dikaji dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir 
pantai ? 
2. Bagaimanakah peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan 
pesisir pantai ? 
3. Faktor apa saja yang mendukung peranan PPL dalam pemberdayaan  kelompok 
tani tanaman pangan pesisir pantai ? 
4. Bagaimanakah  penilaian kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai terhadap 
peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani ? 
5. Bagaimanakah  hasil peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pemberdayaan 
kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai ? 
6. Bagaimanakah  model peranan PPL yang efektif dalam pemberdayaan kelompok 
tani tanaman pangan pesisir pantai ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
         Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani 
tanaman pangan pesisir pantai. 
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok 
tani tanaman pangan pesisir pantai. 
3. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang mendukung peranan PPL 
dalam pemberdayaan  kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai. 
4. Mendeskripsikan dan menganalisis penilaian kelompok tani tanaman pangan 
pesisir pantai terhadap peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman 
pangan pesisir pantai. 
5. Mendeskripsikan dan menganalisis hasil peranan PPL dalam pemberdayaan 
kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai. 
6. Merumuskan model peranan PPL yang efektif dalam pemberdayaan kelompok 
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D. Manfaat Penelitian       
         Hasil penelitian mengenai peranan penyuluh pertanian lapangan pada 
pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan  di sekitar pesisir pantai diharapkan 
akan bermanfaat bagi para perencana (pemerintah dan akademisi), pelaksana 
pemberdayaan kelompok tani (PPL)  dan kelompok tani,  antara lain : 
1.   Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 
pengembangan ilmu pemberdayaan kelompok tani khususnya kelompok tani 
tanaman pangan pesisir pantai. 
2.  Manfaat praktis. 
a. Dapat memberikan masukan atau rekomendasi secara ilmiah kepada pimpinan 
organisasi, ketua-ketua kelompok tani dalam meningkatkan keberhasilan 
program pemberdayaan kelompok tani  tanaman pangan di pesisir pantai. 
b. Dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai masalah yang 
dihadapi dalam pemberdayaan kelompok tani, khususnya kelompok tani 
tanaman pangan di pesisir pantai. 
 
E.  Orsinilitas/Kebaruan Penelitian 
          Berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, penelitian ini memiliki 
keunikan/kebaruan dalam hal : 
1. Obyek penelitian dikhususkan pada  kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai 
yang berusaha tanaman pangan juga sebagai nelayan dan petambak ikan, dimana 
lahan yang diusahakan berbatasan langsung dengan pesisir pantai dan mayoritas 
anggota kelompok tani berdomisili di sekitar perkampungan nelayan. 
2. Merumuskan model peranan Penyuluh Pertanian Lapangan  yang efektif dalam 
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BAB  II. LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Penyuluhan  Pertanian 
a. Pengertian Penyuluhan Pertanian 
          Istilah “penyuluhan (extension)”, pertama kali diperkenalkan pada pertengahan 
abad 19 oleh Universitas Oxford dan Cambridge sekitar tahun 1850 (Swanson, 
1984).  Van den Ban dan Hawkins (1999) mencatat beberapa istilah untuk 
penyuluhan ini seperti di Belanda disebut voorlichting, di Jerman lebih dikenal 
sebagai “advisory work”, vulgarization (Peranancis), dan capacitacion (Spanyol).  
Freire (1973) pernah melakukan protes terhadap kegiatan penyuluhan yang lebih 
bersifat top-dow, kemudian menawarkan beragam istilah pengganti extension seperti: 
animation, mobilization, conscientisation.  Di Malaysia, digunakan istilah  
perkembangan sebagai terjemahan dari extension,  dan di Indonesia menggunakan 
istilah penyuluhan sebagai terjemahan dari voorlichting. 
        Penggunaan istilah “penyuluhan” di Indonesia akhir-akhir ini semakin semarak.  
Pemicunya adalah karena penggunaan istilah penyuluhan dirasa semakin kurang 
diminati atau kurang dihargai oleh masyarakat.  Hal ini, disebabkan  penggunaan 
istilah penyuluhan yang kurang tepat, terutama oleh banyak kalangan yang 
sebenarnya “tidak memahami” esensi makna yang terkandung dalam istilah 
penyuluhan itu sendiri.  Di lain pihak, seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan 
masyarakat dan kemajuan teknologi informasi, peranan penyuluhan semakin 
menurun dibanding sebelum dasawarsa delapan-puluhan. 
           Slamet (2000) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk 
memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang 
tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu 
yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Konsep pemberdayaan 
tersebut, terkandung pemahaman bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan 
terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan mandiri dalam pengertian dapat 
mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan 
masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan (capacity strenghtening) 
masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruahn proses 
pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa dan atau 
pihak luar. 
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          Kegiatan penyuluhan juga merupakan kegiatan yang ditujukan sebagai proses 
penguatan kapasitas (Capacity Strenghtening). Penguatan kapasitas adalah penguatan 
kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, 
maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelompok organisasi sosial, serta 
pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Kemampuan atau 
kapasitas masyarakat, diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap 
indiividu dan masyarakatnya untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya 
yang dimiliki secara lebih berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien) secara 
berkelanjutan. Kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat 
bukan dalam arti pasif tetapi bersifat aktif yaitu terus menerus 
dikembangkan/dikuatkan untuk “memproduksi” atau menghasilkan sesuatu yang 
lebih bermanfaat.        
b. Pengertian Penyuluh Pertanian 
          Kegiatan penyuluhan  pertanian dapat diartikan sebagai  suatu  proses yang 
dilakukan secara terus menerus oleh  pemerintah  atau suatu  lembaga penyuluhan 
agar petani selalu tahu, mau,  dan mampu mengadopsi inovasi demi tercapainya 
peningkatan  produktivitas  dan  pendapatan usahatani guna  memperbaiki mutu 
hidup atau kesejahteraan masyarakat  secara  keseluruhan (Slamet, 1987).  
          Istilah "penyuluh" itu sendiri, oleh Kelsey and Hearne (1975) disebut pekerja 
penyuluhan (extension workers). Lippit (1958) dan Rogers (1983) menyebutnya 
sebagai “agen perubahan: (change agent), yaitu  seseorang yang atas nama 
pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk  mempengaruhi  proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat penyuluhan 
untuk mengadopsi inovasi. Oleh karena  itu,  seorang  penyuluh haruslah 
professional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut 
kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. 
          Berdasarkan status dan lembaga tempatnya berkerja, penyuluh dibedakan 
menjadi 3 kelompok (UU No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, 
perikanan dan kehutanan),  yaitu  :  
1) Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan 
dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh. Penyuluh pertanian PNS 
mulai dikenal sejak awal 1970 seiring dengan dikembangkannya konsep “catur 
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mulai dibicarakan sejak pelaksanaan proyek penyuluhan tanaman pangan 
(National Food Crops Extension Project/NFCEP) sejak tahun 1976. 
2) Penyuluh Swasta, yaitu penyuluh pertanian yang berstatus sebagai karyawan 
perusahaan swasta (produsen pupuk, pestisida, perusahaan benih/alat/mesin 
pertanian). Termasuk kategori penyuluh swasta adalah penyuluh dari lembaga 
swadaya masyarakat (LSM). 
3) Penyuluh swadaya, yaitu petani atau warga masyarakat yang secara sukarela 
melakukan kegiatan penyuluhan di lingkungannya, termasuk dalam kelompok ini 
adalah penyuluh yang diangkat dan atau memperoleh imbalan dari dan oleh 
masyarakat di lingkungannya. 
 
c. Kualifikasi Penyuluh  
         Berlo (1961) merinci adanya empat kualifikasi yang perlu diperhatikan oleh 
seorang penyuluh, yaitu: (1) Kemampuan dan ketrampilan berkomunikasi; (2)   
Pengetahuan yang luas dan mendalam tentang inovasi yang akan disampaikan; (3)   
memiliki sikap yang baik; dan (4) memiliki latar belakang sosial budaya yang 
mendukung tugasnya sebagai penyuluh yang dapat diandalkan. Keempat kualifikasi 
itu harus senantiasa melekat dalam ingatan setiap penyuluh sebab di dalam 
berkomunikasi perlu diingatkan bahwa perhatian sasaran seringkali lebih ditentukan 
oleh siapa yang mengkomunikasikan dibanding “apa” pesan yang disampaikan. 
Semakin tinggi kualitas penyuluh semakin tinggi pula perhatian dan 
kemauan/kesedian mereka (sasaran) untuk menerima pesan-pesan yang disampaikan. 
         Kemampuan dan keterampilan berkomunikasi penyuluh tidak terbatas pada: 
pemilihan pesan, penerjemahan dan keterampilan penyampaian pesan, maupun 
keterampilan dalam memilih dan menggunakan saluran media komunikasi, tetapi 
juga kemampuan dan keterampilan penyuluh untuk berinteraksi dengan masyarakat 
sasarannya. Sebab komunikasi sebagai proses “pendidikan orang dewasa” 
keberhasilannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak inovasi yang telah 
disampaikan oleh penyuluh kepada masyarakatnya, tetapi lebih ditentukan oleh 
seberapa jauh penyuluh mampu mengembangkan dialog dengan masyarakat sasaran 
sebagai peserta didiknya (Lionberger, 1960). 
          Berinteraksi pada dasarnya memerlukan suatu sikap saling ketergantungan 
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dan kesediaan untuk saling menerima umpan balik. Menurut Lionberger dan Gwin 
(1983), pihak-pihak yang berkomunikasi harus saling memiliki kemampuan dan 
keterampilan untuk beremphaty, yaitu suatu kemampuan dan keterampilan untuk: (a) 
Mampu merasakan apa yang sedang dan akan diderita oleh pihak lain; (b) Mampu 
merasakan apa yang diharapkan oleh pihak lain atau mampu berperilaku seperti yang 
dilakukan dan diperbuat pihak lain; dan (c) Mampu memainkan peranan yang 
dimainkan oleh orang lain. 
d. Tujuan dan Fungsi Penyuluhan Pertanian 
         Tujuan penyuluhan pertanian diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis 
bertani (better farming), perbaikan usahatani (better business), dan perbaikan 
kehidupan petani dan masyarakatnya (better society). Dari pengalaman 
pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan di Indonesia selama tiga dasawarsa 
terakhir menunjukkan bahwa untuk mencapai ketiga bentuk perbaikan yang 
disebutkan di atas masih memerlukan perbaikan-perbaikan lain yang menyangkut 
(Departemen Pertanian, 2010) : 
1) Perbaikan kelembagaan pertanian (better organization) demi terjalinnya 
kerjasama dan kemitraan antar stakeholders. Sebagai contoh pelaksanaan 
Intensifikasi Khusus (INSUS) sebagai inovasi sosial yang dilakukan melalui 
usahatani berkelompok mampu menembus kemandegan kenaikan produktiivitas 
(leveling off) yang dicapai melalui inovasi teknis. 
2) Perbaikan kehidupan masyarakat (better community), yang tercermin dalam 
perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat diperlukan 
bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan sub-sistem 
pembangunan masyarakat (community development). Tentang hal ini, pengalaman 
menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat berlangsung seperti 
diharapkan, manakala petani tidak memiliki cukup dana  yang didukung oleh 
stabilitas politik dan keamanan serta  pembangunan bidang dan sektor kehidupan 
yang lain.  Sebaliknya, pembangunan pertanian menjadi tidak berarti manakala 
tidak memberikan perbaikan kepada kehidupan masyarakatnya. 
3) Perbaikan usaha dan lingkungan hidup (better enviroment) demi kelangsungan 
usahataninya. Tentang hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa penggunaan 
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negatif terhadap produktivitas dan pendapatan petani, dan kerusakan lingkungan 
yang dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan (sustainability) pembangunan 
pertanian itu sendiri. 
          Di samping itu, Mardikanto (1995) menambah satu hal lagi yang menyangkut 
pentingnya perbaikan aksesibilitas petani dan pemangku kepentingan (stakeholders) 
pembangunan pertanian yaitu perbaikan aksesbilitas (better accesibility), baik 
terhadap sumber inovasi, input usahatani (kredit, sarana produksi, alat dan mesin 
pertanian), pasar, jaminan harga, maupun terhadap  pengambilan keputusan politik. 
Hal ini terutama dilandasi oleh pernyataan Hadisapoetro (1970) yang menyebutkan 
bahwa petani-petani kecil yang merupakan pelaku utama pembangunan pertanian di 
Indonesia pada umumnya termasuk golongan ekonomi lemah, yang lemah dalam hal 
permodalan, penguasaan dan penerapan teknologi, dan seringkali juga lemah 
semangatnya untuk maju, karena seringkali dijadikan obyek pemaksaan oleh 
birokrasi maupun penyuluhnya sendiri (Soewardi, 1987). 
           Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan 
pertanian, perikanan dan kehutanan, tujuan pengaturan sistem  penyuluhan meliputi 
pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan  modal sosial, yaitu: 
a) Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan 
modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan. 
b) Memberdayakan pelaku utama/petani dan pelaku usaha dalam meningkatkan 
kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan 
motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan 
pendampingan serta fasilitasi. 
c) Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, 
efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra 
sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan 
dan dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan dan 
kehutanan. 
d) Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku 
utama/petani  dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta 
bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan. 
e) Mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera  sebagai pelaku 
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e.  Penyuluh Pertanian Profesional 
        Menurut Berlo (1961), seorang penyuluh dikatakan profesional dengan 4 
(empat) syarat: 
a) Kemampuan berkomunikasi, karena inti dari perubahan sosial adalah komunikasi. 
b) Memiliki sikap menghayati dan bangga dengan profesinya dan yakin inovasi yang 
disampaikan bermanfaat bagi sasaran dan mencintai masyarakat sasarannya. 
c) Memiliki pengetahuan tentang isi, fungsi, manfaat dan nilai-nilai yang terkandung 
dan dapat disampaikan dengan baik secara ilmiah maupun praktis. 
d) Memiliki Kemampuan adaptasi terhadap sosial budaya masyarakat sasaran. 
           Profesionalisme penyuluh pertanian berkaitan erat dengan tugas pokok 
(tupok) penyuluh pertanian. Berdasarkan SK-Menpan Nomor. 19/KEP/MK, Wapan 
15/1999 bahwa tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyiapkan, melaksanakan, 
mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian.  
Penyuluh pertanian diharapkan dapat berfungsi sebagai home base yang mampu 
melakukan pembinaan karir dan profesionalisme penyuluh pertanian di Propinsi dan 
Kabupaten/Kota dan mampu menjamin berlangsungnya penyelenggaraan 
penyuluhan pertanian terpadu yang efektif, efisien dan produktif serta bersifat 
sinergis dengan program pengembangan agribisnis sesuai dengan potensi yang 
dimiliki masing-masing daerah. 
            Lammers, et.al.  (2001) mengemukakan beberapa persyaratan bagi  
"penyuluh  profesional" yang harus memiliki pemahaman yang baik  tentang 
beberapa hal sebagai berikut: (1) Pengertian akan sifat dan perananan organisai 
pelayanan penyuluhan di tingkat nasional; (2) Pengertian  dan pengetahuan tentang 
teknologi  yang  berkaitan dengan materi yang diprogramkan; (3) Kemampuan untuk 
menjelaskan tujuan program, sehingga bermanfaat bagi kegiatan pembimbingan; (4) 
Kemampuan  untuk mengorganisasikan masyarakat dan sumberdaya  yang tersedia; 
(5) Keterampilan  untuk  melihat  hubungan  antara  prinsip-prinsip kegiatan dengan 
kenyataan yang dihadapi dalam praktek; (6) Keterampilan meneliti, yakni 
ketrampilan untuk membantu setiap pihak yang terlibat/dilibatkan dalam penelitian; 
dan (7) Keterampilan tentang hubungan kemanusiaan, yang sangat penting artinya 
demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, khususnya  dalam menjalin kerjasama dengan 
pemimpin-pemimpin lokal, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, dan terjaganya 
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f. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 
    Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan 
pertanian, perikanan dan kehutanan pasal 8, kelembagaan penyuluhan meliputi : (a) 
Kelembagaan penyuluhan pemerintah, (b) Kelembagaan penyuluhan swasta, dan (c) 
Kelembagaan penyuluhan swadaya. Lebih lanjut dijelaskan, kelembagaan 
penyuluhan pemerintah terdiri dari tingkat pusat hingga desa yang intinya adalah: (1) 
Pada tingkat pusat berbentuk Badan yang menangani penyuluhan; (2) Pada tingkat 
provinsi berbentuk Badan koordinasi penyuluhan; (3) Pada tingkat kabupaten/kota 
berbentuk Badan pelaksana penyuluhan; dan (4) Pada tingkat kecamatan berbentuk 
Balai penyuluhan. Dalam undang-undang ini, swasta juga diberi kesempatan ambil 
bagian dalam penyuluhan dan dapat terbentuk oleh pelaku usaha dengan 
memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan 
dan kahutanan setempat. Kelembagaan swadaya juga dapat berperanan dalam 
penyuluhan dan ini dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama 
(petani) dan pelaku usaha, sedangkan kelembagaan pada tingkat desa menurut 
undang-undang No. 16 tahun 2006 ini berbentuk kelompok penyuluhan 
desa/kelurahan yang bersifat non-struktural. Gambar 2.1, menunjukkan kelembagaan 
penyuluhan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. 
2
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Gambar.2.1.  Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 


















































Keterangan : Deptan : Departemen Pertanian 
  DKP : Departemen Kelautan dan Perikanan 
  Dephut : Departemen Kehutanan 
  WDHKOOR : Wadah Koordinasi      
  BPTP : Balai Penelitian Teknologi Pertanian    
    
   Secara umum peranan dari kelembagaan penyuluhan pertanian di Indonesia 
tertuang pada pasal 9 undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan 
pertanian, perikanan dan kehutanan yang intinya sebagai berikut : 
Kelembagaan pada tingkat pusat/nasional, yaitu : 
a) Menyusun kebijakan yang bersifat umum, menyusun prosedur nasional, landasan 
dan akreditasi penyuluh, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan. 
b) Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pengelompokan data, pelayanan, 
dan jaringan informasi penyuluhan. 
c) Melaksanakan koordinasi penyuluhan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi 
serta alokasi dan distribusi sumberdaya penyuluh. 
d) Melaksanakan kerjasama penyuluhan nasional, regional dan internasional, dan 
e) Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta. 
   Badan pengelola penyuluhan tingkat pusat bertanggungjawab kepada Menteri 
Pertanian, pengelola penyuluhan di tingkat provinsi ditunjuk oleh gubernur dan 
dibentuk sekretariat dipimpim pejabat setingkat eselon II A, badan penyuluhan ini 
disebut lembaga pengelola provinsi. Badan pelaksana penyuluhan di tingkat 
kabupaten/kota, dipimpin pejabat setingkat eselon II dan bertangungjawab kepada 
Bupati, lembaga penyuluhan pada tingkat kecamatan  berupa Balai Penyuluhan 
Pertanian yang mempunyai tugas: (a) Menyusun programa penyuluhan pertanian 
pada tingkat kecamatan; (b) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa; (c) 
Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi teknologi, sarana produksi, dan 
informasi pasar: (d) Memfasilitasi perkembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku 
utama, seperti kelompok tani; dan (e) Melaksanakan proses pembelajaran melalui 
percontohan dan pengembangan model usaha bagi petani (pelaku utama). 
          
g. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 
Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh 
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kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS 
melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan 
penyuluh swadaya. Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud diatas 
berpedoman pada standar, akreditasi/setifikasi, serta pola pendidikan dan pelatihan 
penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri (Departemen Pertanian, 2010). 
Menurut Departemen Pertanian  (2010),  penyuluh PNS merupakan pejabat 
fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Alih tugas 
penyuluh PNS hanya dapat dilakukan apabila diganti dengan penyuluh PNS yang 
baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan  (UU No. 16 Tahun 2006). 
1) Ketenagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan 
    Kebijakan ke depan setiap desa akan dilayani oleh seorang penyuluh pertanian 
lapangan, agar kebutuhan petani di setiap desa dapat dilayani dengan optimal. 
Pusat kegiatan penyuluhan di kecamatan ada di Balai Penyuluhan Pertanian 
(BPP). Guna memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh di kecamatan perlu segera 
diusulkan rekruitmen penyuluh pertanian lapangan baru, baik berupa tenaga 
honorer, tenaga kontrak atau memanfaatkan penyuluh swasta dan penyuluh 
swadaya. Penyuluh pertanian lapangan di BPP bersifat polivalen dengan 
kompetensi di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura. 
Dalam menjalankan fungsinya para PPL di BPP bertindak sebagai tim dengan 
mengikutkan penyuluh swasta dan swadaya yang ada. Penyuluh pertanian 
lapangan sebagai tenaga fungsional hanya menjalankan tugas yang berkaitan 
dengan penyuluhan dan pemberdayaan petani dan keluarganya. Fokus perhatian 
PPL di BPP adalah kebutuhan dan kepentingan petani di wilayahnya. Penyuluh 
pertanian lapangan berkedudukan sebagai mitra sekaligus sebagai pelayan para 
petani. Kinerja penyuluh dinilai berdasarkan kemajuan dan kepuasan para petani 
yang dilayaninya. 
2) Ketenagaan Penyuluh Pertanian di Kabupaten/Kota 
    Sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 
dan Kehutanan, para PPL tersebar di berbagai unit kerja, untuk itu maka perlu 
diterbitkan Keputusan Bupati/Walikota yang memungkinkan para PPL itu berada 
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ini. Penyuluh pertanian kabupaten/kota merupakan pelatih dan narasumber utama 
dalam pelatihan-pelatihan dua mingguan bagi PPL di BPP. Kompetensi penyuluh 
pertanian kabupaten/kota secara bertahap dikembangkan ke arah keahlian tertentu 
di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura. Keahlian 
atau spesialisasi yang akan dikembangkan meliputi aspek-aspek “off-farm” hulu 
(manajemen, alsintan, pupuk/kesuburan/pakan, hama/penyakit, pengolahan lahan 
dan air); budidaya “on-farm” (produksi, pengendalian hama & penyakit terpadu), 
dan “off-farm” hilir (penangan pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran, 
kemitraan usaha, negosiasi, dan proposal usaha. Kegiatan utama penyuluh tingkat 
Kabupaten/kota adalah melatih dan menjadi narasumber/ sumber informasi para 
penyuluh BPP, serta memfasilitasi penyelenggaraan forum-forum penyuluhan di 
kecamatan dan desa.  
3) Ketenagaan Penyuluh Pertanian di Provinsi 
    Tenaga penyuluh pertanian di propinsi berada di Badan Koordinasi Penyuluhan 
Tingkat Provinsi. Tenaga penyuluh di propinsi adalah tenaga penyuluh senior 
yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas-tugas antara lain: koordinasi, 
integrasi, sinkrokisasi, membuat kebijakan penyuluhan propinsi, meningkatkan 
kapasitas penyuluh di kabupaten/ kota, mengembangkan kelembagaan pelaku 
utama dan pelaku usaha pertanian). 
4) Ketenagaan Penyuluh Pertanian di Pusat 
    Tenaga penyuluh di pusat berada pada Badan yang menangani penyuluhan (Badan 
Pengembangan SDM Pertanian). Tugas utama Badan Pengembangan SDM 
Pertanian  adalah (a) mengembangkan kebijakan penyuluhan pertanian nasional, 
(b) mengkoordinasikan penyuluhan pertanian nasional, (c) mengembangkan 
kapasitas penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha pertanian, (d) 
memfasilitasi penyuluhan pertania, (e) menyusun programa penyuluhan pertanian 
nasional dan melaksanakannya sesuai kewenangan pusat, (f) memantau dan 
mengevaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara nasional. 
 
h. Efektifitas Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan 
        Efektifitas kinerja penyuluh pertanian lapangan ditentukan oleh kesesuaian 
pelaksanaan job description atau pelaksanaan dari uraian tugas yang menjadi 
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untuk melaksanakan uraian tugas pada posisi jabatan sebagai pejabat fungsional dan 
pelaksana lapangan penyuluhan pertanian. Hasil kerjanya tersebut harus 
dipertanggungiawabkan sebagai perwujudan akuntabilitasnya kepada organisasi yang 
menugaskannya, maupun kepada masyarakat tani sebagai 'klien' yang dilayaninya 
(Suradisastra, 2008).  
        Efektifitas kinerja PPL sejak proses perencanaan, pengembangan program, 
pelaksanaan hingga proses pelaporan dan evaluasi berimplikasi pada proses 
pembelajaran masyarakat tani. Efektifitas kinerja PPL dalam perencanaan dan 
pengembangan program bukanlah sekedar hasil dalam bentuk program penyuluhan 
dan rencana kegiatan, melainkan prosesnya yang mencirikan proses pembelajaran 
bagi PPL maupun bagi masyarakat dan bagi aparat tidak kalah pentingnya. Sebagai 
agen perubahan (change agent) dalam pembangunan pertanian, penyuluh haruslah 
mampu belajar untuk mendorong masyarakat mengenali kebutuhan mereka sendiri 
untuk berubah kearah yang lebih baik. Hal ini dilakukan penyuluh dalam proses 
analisis potensi wilayah dan analisis kebutuhan (need assessment) dengan melibatkan 
masyarakat serta aparat pemerintahan. Indikator efektifitas kinerja dalam proses 
perencanaan yaitu adanya programa penyuluhan, rencana kegiatan, proses analisis 
potensi dan kebutuhan serta pelibatan tokoh-tokoh masyarakat haruslah terukur dan 
mudah untuk diukur (Suradisastra, 2008).           
          Penyuluh melaksanakan kegiatan penyuluhan yang mengandung pembelajaran 
bagi petani untuk mampu memecahkan masalah. Proses belajar penyuluh haruslah 
mampu menyediakan materi, menerapkan metode penyuluhan serta alat bantu belajar 
yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketersediaan sarana, alat dan 
bahan. Disinilah kreativitas, komitmen dan dedikasi penyuluh dipertaruhkan, kreatif 
dalam segala keterbatasan namun tetap persisten dan konsisten untuk mencapai 
tujuan. 
        Menurut Miftah (2006), pelaksanaan penyuluhan pendekatan kelompok 
seringkali lebih efektif daripada pendekatan individu. Pada pendekatan kelompok 
petani mendapat informasi bukan hanya dari penyuluh tapi juga belajar dari sesama 
rekan petani. Petani belajar bukan sekedar dari mendengarkan tetapi dari melihat dan 
juga melaksanakan dalam kehidupan yang nyata karena itulah efektifitas kinerja 
penyuluh dalam penumbuhkembangan kelompok tani bukanlah sekedar jumlah 
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sebagai wahana belajar bagi petani, lebih jauh lagi sebagai wahana bertumbuh dan 
berkembangnya kelembagaan ekonomi pedesaan yang diawali dengan ciri 
keswadayaan dan keswakarsaan petani.  
        Kemampuan penyuluh untuk mewujudkan efektifitas kinerja dalam 
melaksanakan semua tugas tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yakni faktor 
internal maupun faktor eksternal. Faktor internal sebagai karakteristik penyuluh 
maupun latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang membentuk 
perilakunya, juga faktor eksternal lingkungan kerja yang mendorong atau 
menghambat mereka untuk bekerja prima (Miftah, 2006).  
 
i.  Peranan Penyuluh Pertanian 
          Peranan penyuluh pertanian adalah membantu petani membentuk kelompok 
tani yang sehat dan membuat keputusan yang baik dengan cara berkomunikasi dan 
memberikan komunikasi yang mereka perlukan. Peranan utama penyuluh pertanian 
di banyak negara pada masa lalu dipandang sebagai alih teknologi dari peneliti ke 
petani. Sekarang peranan penyuluh pertanian lebih dipandang sebagai proses 
membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan 
bagi mereka, dan dengan cara menolong mereka mengembangkan wawasan 
mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan (van den Ban dan Hawkins, 
1999).  
         Menurut Lippit (1958) dalam Mardikanto (1995), terdapat tiga peranan 
penyuluh yang meliputi: (a) Pencairan diri dengan masyarakat sasaran; (b)   
Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan; (c)  Pemantapan 
dan pengembangan hubungan yang semakin akrab dengan masyarakat sasarannya.  
Ketiga peranan tersebut, oleh Swanson (1984) kemudian dikembangkan lagi menjadi 
beberapa peranan yang lebih terinci, dan dikelompokkan dalam tiga tahapan kegiatan 
yaitu: (a) pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan; (b) menggerakkan 
masyarakat untuk melakukan perubahan; dan (c) memantapkan dan mengembangkan 
hubungan dengan masyarakat sasaran.       
          Untuk dapat melakukan fungsi penyuluhan diperlukan sejumlah peran dalam  
memajukan usaha petani. Sanders et al (1966), Bertrand (1972),   Dahama  dan 
Bhatnagar (1980)  mengemukakan peran penyuluh sebagai pendidik/guru bagi petani 
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Maunder (1972), di dalam penyebaran ide baru diperlukan tiga fungsi yaitu fungsi 
penelitian, fungsi penyuluhan dan fungsi penguasaan usahatani (petani) sebagai 
pengguna ide baru. Petani  yang terdidik akan mudah menerima ide baru dan makin 
mampu memecahkan masalah pengembangan usahatani. Perubahan pengetahuan 
melalui pendidikan itu pula menurut Freire (1974) menjadikan petani tanggap 
terhadap ide baru dan mendorongnya berusaha secara terencana.  Selanjutnya 
Maunder (1972) mengatakan peranan penyuluh selain sebagai agen pembaharuan 
(change agent) juga sebagai penghubung (fasilitator) antara lembaga penelitain 
dengan petani sebagai pelaku utama dalam  menerapkan teknologi usahatani, dan 
penghubung antara petani dengan pelaku usaha pertanian (agribisnis) dalam 
memasarkan hasil pertanian. 
        Dari berbagai pengamatan lapang, Soewardi H (1987) mengemukakan peran 
penyuluh sebagai motivator, yaitu mendorong petani dalam proses perubahan dengan 
menggunakan ide baru untuk memperbaiki kehidupan. Sedangkan Lippit et al (1958) 
peran penyuluh sebagai motivator dalam menumbuhkan kebutuhan untuk berubah, 
menganalisis persoalan dengan berbagai pilihan, menciptakan tujuan  perubahan  
menjadi tujuan sasaran, melaksanakan rencana perubahan kedalam tindakan, 
menstabilkan perubahan dan mengakhiri hubungan karena sasaran mampu 
mengembangkan.  
          Peran Penyuluh menurut Dahama dan Bhatnagar (1980) selain sebagai 
pendidik juga sebagai komunikator, dinamisator dan organisator. Sebagai organisator  
penyuluh  berusaha agar petani dalam  kehidupan bersifat kooperatif bersama petani 
lain yang secara dinamis menggunakan kemudahan dalam berusahatani.    
           Mardikanto (1998) mengemukakan beragam peranan  penyuluh  dalam satu 
kata yaitu edfikasi, yang merupakan akronim dari : edukasi, diseminasi 
informasi/inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi. 
1) Edukasi, yaitu untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para 
penerima manfaat penyuluhan (beneficiaries) dan atau stakeholders pembangunan 
yang lainnya. Seperti telah dikemukakan, meskipun edukasi berarti pendidikan, 
tetapi proses pendidikan tidak boleh menggurui apalagi memaksakan kehendak 
(indoktrinasi, agitasi), melainkan harus benar-benar berlangsung sebagai proses 
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2) Diseminasi Informasi/Inovasi, yaitu penyebarluasan informasi/inovasi dari 
sumber informasi dan atau penggunanya. Tentang hal ini, seringkali kegiatan 
penyuluhan hanya terpaku untuk lebih mengutamakan penyebaran 
informasi/inovasui dari pihak luar. Tetapi dalam proses pembangunan, informasi 
dari “dalam” seringkali justru lebih penting, terutama yang terkait dengan 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pengambilan keputusan kebijakan dan atau 
pemecahan masalah yang segera memerlukan penanganan.   
3) Fasilitasi, atau pendampingan, yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan 
yang dirasakan oleh client-nya. Fungsi fasilitasi tidak harus selalu dapat 
mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan atau memenuhi sendiri 
kebutuhan-kebutuhan klien, tetapi seringkali justru hanya sebagai 
penengah/mediator. 
4) Konsultasi, yang tidak jauh berbeda dengan fasilitasi, yaitu membantu 
memecahkan masalah atau sekadar memberikan alternatip-alternatip pemecahan 
masalah. Dalam melaksanakan peranan konsultasi, penting untuk memberikan 
rujukan kepada pihak lain yang “lebih mampu” dan atau lebih kompeten untuk 
menanganinya. Dalam melaksanakan fungsi konsultasi, penyuluh tidak boleh 
hanya “menunggu” tetapi harus aktif mendatangi kliennya. 
5) Supervisi, atau pembinaan.  Dalam praktek, supervisi seringkali disalah-artikan 
sebagai kegiatan “pengawasan” atau “pemeriksaan”, tetapi sebenarnya adalah 
lebih banyak pada upaya untuk bersama-sama klien melakukan penilaian (self 
assesment) untuk kemudian memberikan saran alternatip perbaikan atau 
pemecahan masalah yang dihadapi. 
6) Pemantauan, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan 
sedang berlangsung.   
7) Evaluasi, yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian yang dapat dilakukan pada 
sebelum (formatif), selama (on-going, pemantauan) dan setelah kegiatan selesai 
dilakukan (sumatif, ex-post),  meskipun demikian, evaluasi seringkali hanya 
dilakukan setelah kegiatan selesai, untuk melihat proses hasil kegiatan (output) 
dan dampak (outcome) kegiatan, yang menyangkut kinerja (performance) baik 
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        Menurut Van Den Ban dan Hawkins (1999), penyuluh sebagai agen 
penyuluhan dapat membantu petani memahami besarnya pengaruh struktur sosial 
ekonomi dan teknologi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dan menemukan 
cara mengubah struktur atau situasi yang menghalanginya untuk mencapai tujuan 
tersebut.  Mereka  dapat  membantu  petani  meramalkan  peluang  keberhasilan 
dengan segala konsekuensinya, dengan memberikan wawasan luas yang dapat 
dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial dan aspek ekonomi. 
 
j.  Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan Kelompok Tani 
          Menurut Davis dan Newstrom (1995), pemberdayaan dapat diartikan sebagai 
“penguatan masyarakat” (community strengthening) atau pengembangan masyarakat 
(capacity development). Penguatan atau pengembangan kapasitas disini tidak terbatas 
pada kapasitas pribadi atau individual, tetapi juga kapasitas entitas (organisasi) serta 
kapasitas sistem atau jejaring kelembagaan. Lingkup pemberdayaan petani tidak 
cukup dilakukan terbatas pada upaya “bina manusia” tetapi harus diikuti oleh upaya 
“bina usaha” guna memberikan penghasilan atau pendapatan yang lebih baik, tanpa 
itu bina manusia akan membuat masyarakat jemu, bahkan menumbuhkan 
kekecewaan yang berakibat pada skeptisme (ketidak percayaan) terhadap 
program/kegiatan pemberdayaan petani berikutnya. Bina usaha perlu dibarengi “bina 
lingkungan” baik yang berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, karena 
tanpa bina lingkungan bina manusia dan bina usaha dapat mengarah pada perusakan 
lingkungan, yang berakibat buruk atau mengancam keberlanjutan manusia dan usaha 
yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan.  
         Pemberdayaan kelompok tani juga perlu melakukan bina kelembagaan 
terutama lembaga kelompok tani karena baik bina manusia, bina usaha, maupun bina 
lingkungan memerlukan layanan dan dukungan kelembagaan yang efektif baik dalam 
bentuk pengorganisasian, jaminan dan kepastian hukum/peraturan, nilai-nilai sosial 
atau budaya. Adapun indikator kegiatan pemberdayaan kelompok tani dapat di lihat 
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Tabel 2.1. Indikator Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani 




- Pengembangan kapasitas kepribadian petani 
- Pengembangan kapasitas di dunia kerja pertanian 
- Pengembangan kapasitas keprofesionalan 
 
Bina Usaha Pertanian 
 
- Pemilihan komoditas dan jenis usaha pertanian 
- Status kelayakan dan perencanaan bisnis pertanian 
- Pembentukan badan usaha milik petani 
- Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber 
pembiayaan bidang pertanian 
- Pengelolaan SDM dan pengembangan karir 
- Manajemen produksi dan operasi 
- Manajemen logistik dan finansial 
- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis 
bidang pertanian 
- Pengembangan jejaring dan kemitraan bidang pertanian 






- Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan fisik  pertanian 
- Kepedulian dan kesetiakawanan sosial 





- Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan 
ekonomi pertanian 
- Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan 
sosial 
- Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan 
tradisional 
 
Sumber : Mardikanto (2010) 
        Menurut Hikmat (2006), syarat untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan 
kelompok terdapat  tiga jalur kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu : 
(1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi kelompok untuk 
berkembang. Titik-tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan 
masyarakatnya memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. 
(2) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun, mendorong, memberikan 
motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta 
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(3) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki kelompok (empowering), dalam hal 
ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai 
masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan 
membuat kelompok tani menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang. 
Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, sehingga dalam proses 
pemberdayaan harus dicegah yang lemah agar tidak bertambah lemah. Upaya 
pemberdayaan kelompok perlu mengikut-sertakan semua potensi yang ada pada 
kelompok. 
2. Kelompok Tani  
a. Pengertian Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai 
         Menurut Departemen Pertanian (2007), kelompok tani  diartikan sebagai 
kumpulan orang-orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) 
maupun petani taruna (pemuda/i), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah 
 kelompok  atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di  lingkungan 
pengaruh dan pimpinan seorang kontaktani. Pesisir pantai adalah daratan/tanah yang 
berbatasan langsung dengan pantai (air laut).  Dari uraian tersebut maka pengertian 
kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai adalah kumpulan orang-orang tani atau 
petani yang dipimpin oleh seorang kontaktani dan terikat secara informal dalam satu 
kelompok serta mempunyai kebutuhan yang sama dan mempunyai lahan garapan 
usahatani berbatasan langsung dengan pesisir pantai.     
                    
b.  Kebijakan Pengembangan Kelompok Tani 
         Kebijakan penyuluhan pertanian secara empiris memiliki peranan strategis 
dalam pembinaan kelompok tani terutama dalam memacu/pelancar pembangunan 
pertanian (Mosher, 1966). Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan, karena 
pembinaan kelompok tani   pada hakekatnya merupakan kegiatan pendidikan 
pembangunan kaitannya dengan : penyampaian inovasi, menyadarkan  dan 
mendorong petani untuk mencoba dan menerapkan teknologi baru dalam 
pelaksanaan pembangunan pertanian (Mardikanto, 2007). Lebih-dari itu, Mosher 
(1966) menyatakan bahwa pendidikan merupakan unsur yang sangat esensial bagi 
pembangunan pertanian, bahkan Lippit dkk (1992) menempatkan pendidikan sebagai 
sumberdaya pembangunan yang terpenting, lebih penting dibanding investasi dalam 
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          Arti penting kebijakan dalam pembinaan kelompok tani ditunjukkan dengan 
kegiatan penyuluhan pertanian yang selalu berkaitan dengan banyak pihak dari 
macam kegiatan, yang meliputi: penelitian, diseminasi informasi/inovasi, pengadaan 
sarana produksi, pengadaan peralatan/mesin pertanian, pemasaran produk yang 
dihasilkan, pembiayaan, transportasi, dan aneka jasa yang lain (Departemen 
Pertanian 1997). Kegiatan pembinaan kelompok tani tidak cukup ditangani oleh satu 
institusi pemerintah, tetapi akan melibatkan banyak instansi yang memerlukan 
koordinasi dan integrasi secara berkelanjutan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2006 menyatakan bahwa kebijakan penyuluhan pertanian mencakup: strategi, 
kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, sarana prasarana, serta 
pengendalian dan pengawasan. 
 
c. Klasifikasi Kelompok Tani 
 Menurut Nasir (2010), pembinaan kelompok tani diarahkan pada peningkatan 
kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan 
para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi 
organisasi petani yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain: 
1) Adanya pertemuan/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan 
berkesinambungan. 
2) Disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para 
pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama, dan setiap akhir pelaksanaan 
dilakukan evaluasi secara partisipasi. 
3) Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama. 
4) Memiliki catatan/pengadministrasian organisasi yang rapi. 
5) Memfasilitasi kegiatan usaha bersama disektor hulu dan hilir. 
6) Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar. 
7) Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani 
umumnya dan anggota kelompok tani khususnya. 
8) Adanya saluran kerja sama antara kelompok tani dengan pihak lain. 
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          Upaya peningkatan kemampuan anggota kelompok tani dilakukan dengan 
pendekatan partisipatif dan  kemitraan dengan tujuan agar kelompok tani mampu 
secara mandiri memanfaatkan kesempatan berusaha yang terbuka dengan 
pengelolaan sumberdaya seefisien mungkin. Kelompok tani didorong agar mampu 
meningkatkan usahataninya menuju skala ekonomi yang berorientasi agribisnis.           
Perkembangan tingkat kemampuan kelompok tani tersebut diukur dengan 5 (lima) 
tolak ukur kemampuan kelompok yaitu : 
a. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usahatani 
para anggota dengan penerapan rekomendasi teknologi yang tepat dan 
pemanfaatan sumberdaya secara optimal 
b. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain 
c. Kemampuan memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional 
d. Kemampuan meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi 
e. Kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi serta menggalang kerjasama 
kelompok yang tercermin oleh tingkat produktivitas pendapatan dan kesejahteraan 
anggota kelompok. 
         Indikator dan bobot masing-masing tolak ukur sebagai dasar penilaian 
kemampuan kelompok dikeluarkan oleh  Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Pertanian melalui surat keputusannya No. 168/Per/ 
SM.170/J/11/11, tanggal 18 Nopember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian 
Kemampuan Kelompok  tani. Petunjuk dimaksudkan untuk memberikan acuan 
kepada penyelenggara penyuluhan dalam melaksanakan penilaian kemampuan 
kelompok tani sehingga diperoleh tingkat perkembangan dan klasifikasi kemampuan 
kelompok tani. Pada dasarnya penilaian kemampuan kelompok tani yang baru 
dikeluarkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian ini 
masih hampir sama dengan aturan penilaian sebelumnya. Prinsip penilaian 
kemampuan kelompok tani tersebut, yaitu : sahih (valid), objectif, keterandalan 
(reliable), relevan, dan efisien. Penilaian kemampuan kelompok tani dirumuskan dan 
disusun dengan pendekatan aspek managemen dan aspek kepemimpinan, yang 
meliputi : (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) pelaksanaan, (d) pengendalian 
dan pelaporan, (e) pengembangan kepemimpinan Kelompok tani. Lima aspek 
penilaian itulah yang disebut Lima Kemampuan Kelompok tani atau Panca 
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didasarkan dari fungsi-fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana 
kerjasama, dan unit produksi (Departemen Pertanian, 2011). 
Adapun penilaian dilakukan dengan menggunakan instrument yang merupakan 
pengembangan dari aspek dan indikator Pakem Poktan  sebagai berikut : kemampuan 
merencanakan kegiatan dengan nilai maksimal  indikator 200, kemampuan 
mengorganisasikan kegiatan dengan nilai maksimal indikator 100, kemampuan 
melaksanakan kegiatan  dengan nilai maksimal  indikator 400, kemampuan 
melakukan pengendalian dan pelaporan nilai maksimal indikator 150, kemampuan 
mengembangkan kepemimpinan kelompok nilai maksimal indikator 150, sehingga 
total nilai kemampuan kelompok tani : 1000 instrumen. Sedangkan klasifikasi 
kemampuan kelompok tani didasarkan hasil penilaian sebagai berikut : kelas pemula  
nilai 0-250, kelas lanjut nilai 251-500, kelas madya  nilai 501-750, kelas utama nilai 
751-1.000. Untuk pengukuhan kelas kelompok tani dilaksanakan berdasarkan hasil 
pengklasifikasian, yaitu dengan pemberian sertifikat yang ditandatangani oleh 
Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota sesuai klasifikasi kelompok , yaitu : kelas 
pemula sertifikat ditandatangani oleh kepala desa,  kelas lanjut sertifikat 
ditandatangani oleh Camat ; kelas madya dan utama, sertifikat ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota. 
d. Dinamika Kelompok Tani 
           Dinamika kelompok adalah suatu proses kehidupan berkelompok yang 
merupakan fungsi dari kekuatan kelompok yang diarahkan pada pembentukan 
perilaku kelompok dan anggota kelompok untuk mencapai tujuan kelompok 
(Samsudin, 1987). Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, 
selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan. 
Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok 
dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena kelompok 
tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat 
berubah (Santosa, 2006). 
    Menurut Slamet (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
dinamika kelompok antara lain : (1) Tujuan Kelompok, (2) Struktur Organisasi, (3)          
Fungsi Tugas Organisasi, (4) Pemeliharaan Organisasi, (5) Kekompakan Organisasi, 


















































e. Partisipasi Kelompok Tani 
          Partisipasi kelompok tani dalam pemberdayaan kelompok tani dapat diartikan 
sebagai ikut sertanya anggota dalam pemberdayaan kelompok tani, ikut dalam 
kegiatan-kegiatan pemberdayaan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-
hasil pemberdayaan kelompok tani. Dengan arti bahwa partisipasi kelompok tani 
dalam pemberdayaan bukan hanya ikut menyumbangkan sesuatu input ke dalam 
proses pemberdayaan, tetapi termasuk ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil 
pemberdayaan kelompok tani. Menurut Slamet (2003), tumbuhnya partisipasi 
dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu, adanya kesempatan untuk membangun 
kesempatan dalam pemberdayaan kelompok tani, kedua adanya kemampuan untuk 
memanfaatkan kesempatan, dan ketiga adanya kemauan untuk berpartisipasi. 
          Menurut Harahap dan Subhilha (2006), partisipasi dalam kelompok dapat 
dibagi menjadi 5 (lima)  jenis: (1) Ikut memberi input proses pemberdayaan 
kelompok tani, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati 
hasilnya;(2) Ikut memberi input dan menikmati hasilnya; (3) Ikut memberi input dan 
menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pemberdayaan kelompok tani secara 
langsung; (4) Menikmati/memanfaatkan hasil pemberdayaan kelompok tani tanpa 
ikut memberi input; dan (5) Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak 
menikmati hasilnya. 
           Verhangen dalam Mardikanto (1998) menyatakan bahwa partisipasi  
kelompok pada hakikatnya sangat ditentukan oleh adanya kesadaran anggota 
kelompok yang bersangkutan.  Slamet (1987) menyatakan bahwa tumbuhnya 
partisipasi kelompok sebagai suatu tindakan yang nyata, diperlukan adanya tiga 
prasyarat yang menyangkut kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk 
berpartisipasi. 
 
d. Kemandirian Kelompok Tani 
          Kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat  merupakan sebuah kegiatan 
dalam rangka memberdayakan masyarakat petani agar mau dan mampu secara 
mandiri berperan serta dalam pengelolaan usahatani untuk meningkatkan 
kesejahteraannya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan 
pembentukan kelompok tani. Dengan pendekatan kelompok tani yang mandiri 
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“mandiri” dianggap penting karena disini masyarakat dibina untuk berkelompok 
yaitu agar petani memiliki wadah untuk berorganisasi dan bersosialisasi. Di dalam 
setiap kelompok biasanya selalu saja ada orang yang lebih dahulu memiliki informasi 
baru yang berguna bagi anggota lain. Kelompok tani ini akan berfungsi sebagai kelas 
belajar, wahana bekerjasama, dan unit produksi. Anggota kelompok tani diajak 
belajar sambil bekerja. Hal ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi 
anggota kelompok, yang akan menciptakan keakraban para anggota kelompok yang 
akan bermuara pada terciptanya kekohesifan kelompok.  
          Pada “pendekatan mandiri” anggota kelompok dibina untuk mandiri melalui 
kemampuan memecah sendiri masalah yang dihadapi baik teknis, sosial maupun 
ekonomi. Melalui kerjasama kelompok, anggota kelompok mengembangkan 
kemampuan-kemampuan mengidentifikasi masalah sampai mencari upaya 
pemecahan masalah dan akhirnya mengambil sendiri keputusan. Dalam kegiatan 
kelompok, anggota kelompok dibimbing untuk belajar memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi serta dibimbing untuk membiasakan mencari kemungkinan-
kemungkinan yang lebih baik sehingga secara bertahap angota kelompok akan 
menjadi sumber daya manusia yang berinisiatif, produktif dan berswadaya. Dengan 
bimbingan yang berorientasi pada pendekatan mandiri, maka kelompok dibimbing 
untuk dapat mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang mungkin 
dihadapi.  
 
3.  Pemberdayaan Kelompok Tani 
         Pada intinya pemberdayaan adalah “to help clients gain power of decision and 
action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to 
exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power 
and by transferring power from the environment to clients”. Pemberdayaan 
mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol 
kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai 
dengan keinginan mereka. Inti utama dari pemberdayaan adalah tercapainya 
kemandirian (Payne, 2007). 
         Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan, akan menghasilkan masyarakat 
yang dinamis dan progresif secara berkelanjutan, sebab didasari oleh adanya 
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utama yang tidak terbatas pada terciptanya better farming, better business, dan better 
living, tetapi untuk memfasilitasi masyarakat (penerima manfaat) untuk mengadopsi 
strategi produksi dan pemasaran agar mempercepat terjadinya perubahan-perubahan 
kondisi sosial, politik dan ekonomi sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup 
pribadi dan masyarakatnya (Mardikanto, 2009). 
      
a. Pengertian Pemberdayaan Kelompok Tani 
 Menurut Prijono dan Pranarka (1996), pemberdayaan adalah memberikan atau 
mengalihkan kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat  agar 
menjadi lebih berdaya. Klob (1995), mendefiniskan pemberdayaan (empowering) 
sebagai pemberian otonomi kepada karyawan untuk menerima lebih banyak 
tanggung jawab di dalam organisasi dan peningkatan rasa keefektifan mereka. 
Apabila dilihat lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan 
kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Hulme dan Turner 
dalam Supriyono dan Pranarka (1996) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong 
terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran 
yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar secara lokal 
maupun nasional. 
  Pemberdayaan kelompok tani dapat diartikan, sebagai upaya untuk 
memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok untuk mampu dan 
berani bersuara (voice) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) 
sesuai dengan keinginannya, karena itu pemberdayaan kelompok tani dapat diartikan 
sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang 
diberdayakan (Mardikanto, 2009). 
          Inti dari pemberdayaan kelompok tersebut adalah pendelegasian kekuasaan 
dan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah, dengan menggunakan 
konsep-konsep memberi visi untuk masa depan, mengikutsertakan semua anggota 
dalam suatu kegiatan sehingga mereka dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan 
pada diri mereka, kehormatan diri, dan rasa tanggung jawab (Kalsey dan Hearne, 
1975). Dalam pandangan Kalsey dan Hearne (1975) bahwa apabila pemberdayaan 
kelompok kepada anggota tidak dilakukan maka perubahan dalam organisasi sulit 
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anggota yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan kegiatan secara tepat 
serta mampu mengatasi sendiri masalah yang dihadapi. 
 
b. Tujuan Pemberdayaan Kelompok Tani 
Menurut Mardikanto (2007), untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan 
terdapat tiga jalur kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu : 
1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi kelompok tani 
untuk berkembang. Titik tolaknya adalah, pengenalan bahwa setiap manusia dan 
kelompoknya memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. 
2. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, 
memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 
dimilikinya. 
3.   Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki kelompok tani (empowering) 
          Menurut Slamet (2000), tujuan pemberdayaan kelompok tani adalah : 
a) Memberdayakan sasaran (kelompok tani) 
b) Meningkatkan kesejahteraan sasaran (kelompok tani) secara mandiri dan, 
c) Membangun masyarakat (kelompok tani) madani. 
          Kegiatan pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh banyak pihak, 
seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan 
kemiskinan (poverty alleviation), karena itu, kegiatan pemberdayaan kelompok tani 
selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan 
pendapatan (income generating). Pemahaman seperti itu tidaklah salah, tetapi belum 
cukup. Sebab hakekat dari pemberdayaan kelompok tani adalah meningkatkan 
kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan 
bagi upaya-upaya kelompok tani untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar 
mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan 
(ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan (Syamsiah, 1996).  
 
c. Aspek dan Unsur-unsur Pemberdayaan Kelompok Tani 
          Ditinjau dari lingkup dan obyek pemberdayaan kelompok tani mencakup 
beberapa aspek (Mardikanto, 1995),  yaitu: 
(1) Peningkatan kepemilikan aset (sumberdaya fisik dan finansial) serta kemampuan 
(secara individual dan kelompok) untuk memanfaatkan aset tersebut demi 
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(2) Hubungan antar individu dan kelompoknya, kaitannya dengan pemilikan aset 
dan kemampuan memanfaatkannya. 
(3) Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan kelompok tani. 
(4) Pengembangan jejaring dan kemitraan kerja, baik di tingkat lokal, regional, 
maupun global 
        Menurut Mardikanto (1995), upaya pemberdayaan kelompok tani perlu 
memperhatikan sedikitnya 4 (empat) unsur pokok , yaitu: 
(1) Aksesibilitas informasi, karena informasi berkaitan dengan : peluang, layanan, 
penegakan hukum, efektivitas negosiasi, dan akuntabilitas. 
(2) Keterlibatan atau partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan 
bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan.  
(3) Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggung-jawaban publik atas segala 
kegiatan yang dilakukan dengan mengatas-namakan kelompok. 
(4) Kapasitas organisasi lokal, berkaitan dengan kemampuan bekerja sama, 
mengorganisir anggota kelompok tani, serta memobilisasi sumberdaya untuk 
memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. 
 
d.  Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani 
          Menurut Lionberger dan Gwin (1983), ada tiga strategi utama pemberdayaan 
kelompok tani dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, aksi langsung dan 
transformasi. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih 
kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Strategi aksi langsung 
membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, 
dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Strategi transformasi 
menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum 
pengidentifikasian kepentingan diri sendiri. 
         Menurut Mardikanto (1995), strategi pemberdayaan kelompok tani pada 
dasarnya mempunyai tiga arah. Pertama, pemihakan dan pemberdayaan kelompok 
tani. Kedua, pamantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan 
pembangunan yang mengembangkan peranan serta kelompok tani. Ketiga, 
modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi, budaya dan 
politik yang bersumber pada partisipasi kelompok tani. Menurut Sumodiningrat 
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adalah bagaimana kelompok tani harus dibantu agar lebih berdaya, sehingga tidak 
hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan kelompok dengan 
memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan 
kemampuan ekonomi nasional.     
 
e. Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan Kelompok Tani 
           Efektivitas atau keberhasilan suatu kegiatan pemberdayaan kelompok tani 
dapat diukur dari seberapa jauh telah terjadi perubahan perilaku kelompok tani 
sasarannya, baik yang menyangkut: pengetahuan, sikap, dan ketrampilannya (Badan 
Pengendali Bimas, 1992). Semuanya itu dapat diamati pada : 
1) Perubahan-perubahan pelaksanaan kegiatan bertani yang mencakup macam dan 
jumlah sarana atau teknik bertaninya; 
2) Perubahan-perubahan tingkat produktivitas dan pendapatannya; 
3) Perubahan dalam pengelolaan usaha (perorangan, kelompok, koperasi), serta 
pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari usahataninya. 
          Kegiatan pembinaan kelompok bukan merupakan satu-satunya penyebab 
terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi. Lionberger dan Gwin (1983) dengan 
tegas menyatakan bahwa kegiatan pembinaan kelompok salah satu diantara sekian 
banyak variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku kelompok dan 
perubahan-perubahan yang menjadi tujuan akhir dari pembinaan kelompok. Artinya, 
pembinaan kelompok yang baik tidak selalu menjamin tercapainya tujuan 
pembangunan, dan kegagalan pembangunan pertanian tidak selalu hanya disebabkan 
karena buruknya pelaksanaan pembinaan kelompok. 
         Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-
program pemberdayaan kelompok mencakup (Mardikanto, 1998) : 
1) Jumlah anggota kelompok yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap 
kegiatan yang dilaksanakan. 
2) Frekuensi kehadiran tiap-tiap anggota kelompok pada pelaksanaan tiap jenis 
kegiatan. 
3) Tingkat kemudahan penyelenggaraan program  untuk memperoleh pertimbangan 
atau persetujuan anggota kelompok atas ide baru yang dikemukakan. 
4) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh kelompok yang ditujukan untuk 
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5) Jumlah dana yang dapat digali dari anggota kelompok untuk menunjang 
pelaksanaan program kegiatan. 
6) Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah. 
7) Meningkat kapasitas skala partisipasi anggota kelompok. 
8) Berkurangnya anggota kelompok yang menderita. 
9) Meningkatnya kepedulian dan respon anggota kelompok terhadap perlunya 
peningkatan mutu hidup. 
10) Meningkatnya kemandirian kelompok. 
 
B. Penelitian Pendahuluan 
         Obyek penelitian pada penelitian ini adalah kelompok tani tanaman pangan 
pesisir pantai di pantai utara laut jawa di wilayah Kecamatan Gunung Jati dan 
Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Kedua kecamatan tersebut dijadikan 
obyek penelitian karena peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman 
pangan pesisir pantai belum sesuai harapan kelompok tani dan pembinaan kelompok 
tani kedua kecamatan tersebut dibawah koordinasi wilayah kerja BP3K Kecamatan 
Gunung Jati. 
          Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon 
secara geografis berbatasan langsung dengan laut Jawa yang disebut sebagai daerah 
Pantura (pantai utara) Jawa. Luas wilayah Kecamatan Suranenggala 3.393,15 Ha 
yang terdiri lahan sawah 1.569 Ha dan lahan darat 1.824,15 Ha, untuk Kecamatan 
Gunung Jati luas sawah 977 Ha dan lahan darat 978,41 Ha dengan luas total 1.974,41 
Ha. Secara administratif Kecamatan Gunung Jati terbagi kedalam 15 desa sedangkan 
Kecamatan Suranenggala terbagi kedalam 9 desa. Jumlah kelompok tani tanaman 
pangan pesisir pantai di lokasi penelitian sebanyak 26 kelompok, 6 kelompok tani 
berada di Kecamatan Gunung Jati dan 20 kelompok tani berada di Kecamatan 
Suranenggala,  luas lahan garapan 26 kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai 
seluas 629 ha (rata-rata 24,19 ha/kelompok tani), sebagian besar (521 ha = 82,2%) 
lahan garapan pertaniannya berada pada lahan tadah hujan dan sisanya (108 ha = 
18,8%) mempunyai irigasi setengah teknis, dengan keadaan sistem pengairan 
tersebut menyebabkan dalam masa satu tahun hanya bisa ditanami 1 kali tanam 
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         Kehidupan anggota kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai Kecamatan 
Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala sehari-hari selain berinteraksi sesama 
anggota kelompok juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar lingkungannya 
seperti berinteraksi dengan para nelayan yang kehidupan kesehariannya mencari ikan 
di laut, sehingga apabila tidak ada kegiatan usahatani (bercocok tanam),  maka untuk 
memenuhi kebutuhannya mereka (buruh tani) bekerja pada nelayan untuk 
menangkap ikan di laut sebagai buruh nelayan, atau sebagian dari mereka bekerja 
sebagai buruh angkut di pelabuhan Cirebon. Petani pemilik dan petani 
penggrarap/penyewa pada saat tidak ada kegiatan usahatani (bercocok tanam) 
mengalihkan usahanya sebagai petani tambak ikan.    
          Partisipasi anggota kelompok tani dalam kegiatan pemberdayaan kelompok 
tani tanaman pangan pesisir pantai belum maksimal, yaitu  sekitar 40 – 60 % dari 
jumlah anggota yang ada (rata-rata 26 orang per kelompok). Berdasarkan 
pengamatan dan membaca dokumen  efektivitas kelembagaan pendukung dalam 
pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai belum maksimal seperti 
dukungan dari KUD, LSM, Swasta, dan Perguruan Tinggi. Peranan KUD belum 
diberdayakan karena petani selama ini untuk memenuhi kebutuhan saprodi langsung 
membeli pada kios tani dan memasarkan hasil petaniannya langsung dijual pada 
pedagang tidak melalui KUD.  
         Pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di Kecamatan 
Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh 
penyuluh pertanian lapangan dibawah koordinasi BKP5K (Badan Ketahanan Pangan 
Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan) Kabupaten Cirebon. Peranan 
penyuluh pertanian lapangan dilakukan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman 
pangan pesisir pantai adalah sebagai guru, organisator, fasilitator, konsultan, 
supervisor, pemantau, dan evaluator. 
 
B. Kerangka Pikir 
         Peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir 
pantai belum sesuai dari harapan kelompok tani, hal ini kemungkinan disebabkan 
oleh kurangnya pemahaman PPL terhadap karakteristik kelompok tani tanaman 
pangan pesisir pantai. Dipihak lain karakteristik anggota kelompok tani itu sendiri 
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partisipasi yang rendah serta keinginan untuk berubah yang rendah diduga 
menyebabkan kelompok tani belum berdaya, dengan demikian untuk mengatasi 
keadaan ini diperlukan keinginan yang sungguh-sungguh dari anggota kelompok tani 
untuk mengubah dalam berusahatani dengan bantuan pembinaan PPL, dukungan 
pemerintah, dukungan biaya, dukungan sarana prasarana, dan efektifitas 
kelembagaan pendukung sebagai bentuk partisipasi aktif dalam proses pemberdayaan 
kelompok tani.  
          Keberadaan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tidak akan dirasakan 
manfaatnya oleh anggota kelompok tani tanpa adanya perubahan yang lebih baik 
pada usahatani kelompok dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 
anggota kelompok. Oleh karena itu peranan PPL dalam pemberdayaan mutlak 
diperlukan. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok 
dimungkinkan dapat dicapai melalui usaha-usaha keberdayaan kelompok tani itu 
sendiri. Usaha-usaha peningkatan keberdayaan kelompok tani dapat dilakukan 
melalui perubahan-perubahan pada anggota kelompok tani baik dalam hal 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki sehingga kelompok tani 
mempunyai akses  yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatannya. 
Keberhasilan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani dipengaruhi oleh karekteistik 
kelompok tani pesisir pantai, dinamika kelompok tani, partisipasi kelompok tani, 
karakteristk PPL, dan pemahaman PPL terhadap perannya sebagai penyuluh. 
Dukungan pemerintah, dukungan biaya, dukungan sarana prasarana, dan efektifitas 
kelembagaan pendukung memungkinkan berjalannya pemberdayaan kelompok tani 
lebih baik sehingga anggota kelompok tani mampu mengembangkan diri untuk 
mencapai tujuannya, dengan kata lain program pemberdayaan kelompok tani oleh 
PPL dapat memberdayakan anggota kelompok tani dalam meningkatkan kemampuan 
dan kemandirian, baik kemandirian dalam merencanakan kegiatan, mandiri dalam 
pelaksanaan kegiatan dan mandiri dalam pengambilan keputusan yang akan 
bermuara pada tingkat kesejahteraan anggota kelompok tani tanaman pangan pesisir 














































































Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB  III. DIMENSI PENELITIAN 
         Dimensi penelitian dalam penelitian kualitatif adalah operasionalisasi variabel 
atau faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian dan digunakan untuk 
memberikan arahan bagi pengukurannya. Variabel dalam penelitian ini meliputi : (1) 
peranan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman 
pangan pesisir pantai yang meliputi peranan sebagai edukator, fasilitator, organisator, 
konsultan, analisator, dan evaluator, (2) penilaian kelompok tani terhadap sikap dan 
tingkah laku PPL yang berkaitan dengan perannya dalam memberdayakan kelompok 
tani, (3) pemahaman PPL terhadap peranan yang diembannya sebagai petugas 
penyuluhan di lapangan, (4) pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani tanaman 
pangan pesisir pantai mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pengorganisasian, monitoring dan kegiatan evaluasi pemberdayaan kelompok tani, 
(5) karakteristik PPL meliputi tingkat pendidikan PPL,  pengalaman jadi PPL, 
pemahaman PPL terhadap peranannya sebagai penyuluh,  pemahaman PPL terhadap 
sistem sosial budaya masyarakat pesisir pantai, (6) karakteristik kelompok tani 
tanaman pangan pesisir pantai meliputi nilai sosial budaya kelompok tani, 
kosmopolitan (tingkat interaksi) anggota kelompok tani, kepemilikan lahan anggota 
kelompok tani, pendidikan anggota kelompok tani, umur anggota kelompok tani, dan 
pendapatan anggota kelompok tani. (7) dinamika kelompok tani  tanaman  pangan  
pesisir  pantai,  meliputi :  tujuan  kelompok,  struktur  kelompok,   fungsi kelompok, 
menggembangkan dan memelihara kelompok,kesatuan kelompok, suasana 
kelompok,tekanan/desakan kelompok,  dan efektivitas kelompok, (8) partisipasi 
kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai yaitu ikut sertanya anggota kelompok 
tani dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta memanfaatkan 
dan menikmati hasil-hasil pemberdayaan kelompok tani, (9) dukungan pemerintah, 
dukungan sarana/prasarana, dan dukungan pembiayaan, (10) efektivitas kelembagaan 
pendukung, meliputi dukungan swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dan lembaga 
penelitian, dan (11) hasil pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir 
pantai tanaman pangan pesisir pantai, meliputi perubahan partisipasi kelompok, 
produktivitas kelompok,  dinamika kelompok, dan kemandirian kelompok tani. 
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BAB IV.  METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
       Penelitian ini dilakukan pada  kelompok tani tanaman pangan di wilayah 
Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang 
merupakan wilayah sekitar pesisir pantai bagian utara Kabupaten Cirebon dan 
berbatasan langsung dengan laut Jawa. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi 
dasar pemilihan lokasi tersebut adalah: (1) peranan PPL dalam pemberdayaan 
kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai belum sesuai harapan kelompok tani, 
(2) Jumlah kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai adalah 26 kelompok, 
jumlah kelompok tani yang cukup banyak.  
B.  Jenis dan Startegi Penelitian 
         Berdasarkan permasalahan, tujuan dan pendekatan analisisnya, maka penelitian 
ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Strategi penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus dengan tujuan untuk melakukan kajian yang 
mendalam terhadap obyek yang terbatas.  Obyek kajian penelitian yang di telaah 
adalah mengenai peranan PPL pada pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan 
pesisir pantai, pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani,  penilaian kelompok tani 
terhadap peranan penyuluh pertanian lapangan, faktor-faktor yang mendukung 
peranan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani, dan hasil 
peranan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani.  
 
C. Jenis dan Sumber Data 
        Dari sumber data/informasinya, data penelitian kualitatif ini terdiri dari data 
primer dan data sekunder.  Sumber data dan sumber informasi dari informan 
merupakan bagian sangat penting dalam kegiatan penelitian. Data untuk berbagai 
informasi ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut akan digali 
dari berbagai sumber data. Jenis dan sumber data yang dimanfaatkan dalam 
penelitian ini meliputi. enam sumber data (Yin 1987) yaitu (1) Dokumen yang diteliti 
meliputi : (a) dokumen prosedur pemberdayaan, (b) dokumen usulan kegiatan, revisi 
usulan dan pertanggungjawaban atau realisasi kegiatan, (c) dokumen berita acara 
(tingkat kelompok, Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah PPL tingkat 
Kecamatan dan Rapat PPL Tingkat Kecamatan, (d) dokumen temuan masalah dari 
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masalah, (e) laporan kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan (periodik) dari 
PPL baik tingkat kelompok tani , desa, dan tingkat kecamatan, (2) Rekaman arsip 
meliputi berbagai notulensi hasil pertemuan di tingkat (kelompok tani, desa, dan 
kecamatan), berbagai keputusan, perkembangan, permasalahan dan penanganan 
permasalahan, (3) Informan atau narasumber untuk diwawancarai, yang terdiri : (a) 
anggota kelompok tani, (b) pengurus kelompok tani (ketua, bendahara dan sekretaris 
kelompok tani, (c) Penyuluh Pertanian Lapangan, (4) Kegiatan atau aktivitas PPL di 
lapangan, (5) Tempat atau lokasi baik di tingkat petani, kelompok tani, balai desa, 
dan tingkat kecamatan, (6) Sarana prasarana, alat dan media yang menjadi alat 
pendukung dalam proses pemberdayaan. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
       Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang 
dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam penelitian ini 
adalah : (1)  Observasi, dilakukan selama melangsungkan kunjungan-kunjungan 
lapangan, (2) Wawancara secara mendalam  (indepth interviewing) dengan informan 
yaitu : pengurus kelompok tani, anggota kelompok tani, penyuluh pertanian 
lapangan, pamong desa, pejabat BP3K (3)  Mengkaji dokumen dan arsip data 
sekunder yang berupa buku, laporan, dan catatan dikumpulkan dari Dinas Pertanian 
Kabupaten Cirebon, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 
Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Cirebon, Badan Pusat Statistik 
(Cirebon Dalam Angka Tahun 2010), UPT BP3K (Unit pelaksana Tekhnik Penyuluh 
Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan 
Suranenggala, monografi desa  dan  administrasi kelompok tani tanaman pangan 
pesisir pantai, (4) Pengumpulan data dengan Focus Group Discussion (FGD) 
dilakukan dengan wawancara tingkat kelompok tani dan dibahas lebih banyak di 
antara peserta untuk menggali data mengenai sikap, minat dan latar belakang 
mengenai kondisi dan juga untuk menggali tentang kebutuhan kelompok tani.    
E. Teknik Pengambilan Sampel 
          Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel  ada 2 (dua) yaitu : 
1. Purposive sampling atau lebih tepat disebut sebagai cuplikan dengan ’criterion-
based selection” dimana teknik cuplikan ini bersifat selektif dengan 
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keingintahuan pribadi peneliti, karakteristik empirisnya dan lain-lain. Berbeda 
dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan cuplikan dengan cara statistik 
atau dikenal dengan ”probability sampling”. Pada penelitian kualitatif peneliti 
akan memilih informan yang dianggap paling tahu, sehingga pemilihan seimbang 
sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. 
Cuplikan semacam itu sebagai ”internal sampling”  yang memberikan 
kesempatan bahwa keputusan bisa diambil begitu peneliti mempunyai pikiran 
umum yang muncul mengenai apa yang sedang dipelajari, dengan siapa akan 
berbicara, kapan perlu melakukan observasi (time sampling)  dan berapa jumlah 
serta macam dokumen yang perlu ditelaah. Purposive sampling adalah teknik 
pilihan sampel yang diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data 
penting yang berkaitan dengan permasalahn yang diteliti. Anggota sampel dipilih 
secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Dalam pelaksanaan pengumpulan 
data pilihan informan ditetapkan sebanyak 7 orang penyuluh yang terdiri 2 orang 
penyuluh PNS dan 5 orang penyuluh THL.PP serta 26 kelompok tani yaitu 19 
kelompok tani pemula dan 7  kelompok tani lanjut (masing-masing  dari 
kelompok tani ketua, sekretaris dan 1 orang anggota). Sedangkan bidang 
kebijakan dan kelembagaan akan dipilih informan 3 orang yaitu : Kepala BP3K 
Kecamatan Gunung Jati dan Suranenggala, koordinator bidang kelembagaan, 
koordinator bidang teknologi dan informasi. Informan tersebut dipilih karena 
dianggap mempunyai otoritas dan kualifikasi tentang perkembangan penyuluhan 
pertanian pada kelompok tani tanaman pangan sekitar pesisir pantai di Kecamatan 
Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.  
2. Cuplikan waktu adalah teknik yang digunakan untuk mengamati langsung 
kegiatan atau peristiwa itu terjadi yang menggambarkan kegiatan pemberdayaan, 
mengingat ada waktu yang dipilih dan dipandang tepat untuk pengumpulan 
informasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji, melalui kunjungan pejabat 
instansi Pemerintah, partisipasi dalam pemberdayaan, dan lain-lain.    
 
F. Validitas Data 
        Validitas data dilakukan melalui teknik trianggulasi (trianggulasi 
data/trianggulasi sumber dan trianggulasi metode) serta reviu informan. Teknik 
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sejenis dari berbagai sumber untuk dibandingkan dan diuji kebenarannya. 
Trianggulasi metode dengan cara mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan 
teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, yaitu melalui: indepht 
interview, observasi, focus group discussion, dan content analysis. Reviu informan 
adalah usaha pengembangan validitas penelitian, dengan cara membandingkan data 
hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan 
orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi, membandingkan apa yang 
dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 
sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan 
rendah, menengah atau tinggi, orang berada (kaya) dan orang pemerintahan, dan 
membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
 
G. Tekhnik Analisis Data 
 
        Proses analisis data dimulai reduksi data dengan melakukan proses seleksi, 
pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data. Proses ini berlangsung terus 
sepanjang pelaksanaan penelitian, dari data tersebut disusun rumusan pengertian 
secara singkat yang berupa pokok-pokok temuan kemudian diikuti dengan 
penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dan logis dengan suntingan 
sehingga peristiwa penelitian ini menjadi lebih jelas dipahami dan dilengkapi dengan 
(tabel, matrik, gambar, media informasi dan lain sebagainya). Tahapan terakhir 
adalah penarikan simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk 
dapat memberikan makna yang telah teruji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya 
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BAB V.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Keadaan Umum Wilayah Penelitian 
 
         Kabupaten Cirebon adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang 
mempunyai jumlah penduduk cukup besar yaitu  2.211.186  jiwa  (Nomor 6 terbesar 
dari 26 Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat).  Posisi Kabupaten Cirebon berada 
pada jalur strategis dan titik simpul lalu lintas terutama ekonomi wilayah eks 
karesidenan Cirebon yang meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten 
Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning). 
Kabupaten Cirebon merupakan daerah penghubung antara Propinsi Jawa Barat dan 
Jawa Tengah karena terletak diantara perbatasan kedua propinsi tersebut. Kabupaten 
Cirebon secara adminstratif  meliputi  40 kecamatan dan dibagi menjadi 412 Desa 
dan 12 Kelurahan. Daerah yang menjadi lokasi penelitian meliputi 2 (dua) kecamatan 
yaitu Kecamatan Gunung Jati yang terbagi menjadi 15 Desa dan Kecamatan 
Suranenggala yang terbagi menjadi 9 Desa. Kedua kecamatan tersebut merupakan 
bagian wilayah  Kabupaten Cirebon yang berada di utara dan berbatasan langsung 
dengan laut jawa (Gambar 5.1).   
           Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala memiliki luas wilayah 
43,53 Km2 dan memiliki jarak tempuh ke pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon ± 
12 km, serta jarak tempuh ke pusat pemerintahan Propinsi Jawa Barat di Bandung  ± 
90 km. Batas wilayah Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala, sebagai 
berikut : 
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapetakan 
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Cirebon 
Sebelah Timur  berbatasan dengan Laut Jawa 
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Plered, Tengahtani, dan Kec. 
Panguragan 
Letak geografis wilayah penelitian berada pada lintasan jalan yang menghubungkan 
kawasan Jawa Tengah dan kawasan pantai utara Jawa Barat (Kabupaten Indramayu, 
Kabupaten Subang, Kabupaten Kerawang dan Kabupaten Bekasi). Berdasarkan 
topografi wilayah penelitian adalah daerah dataran rendah dengan rata-rata 
ketinggian 0 sampai dengan 6 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lahan 
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